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Skripsi dengan judul “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi
Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 30 Tahun
19@ Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa”, yang ditulis

oleh:

w

& Nama : Firsty Marzariani Putri
=i

®  NM : 12020723620
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©  Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munagasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 September 2024
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L .
Dasen Fakultas Syariah dan Hukum
-~
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
= Pekanbaru, 26 September 2024
jeb)
Latp : -
Hal: : Pengajuan Skripsi
z Sdr.Firsty Marzariani Putri
= .
As%lamu ‘alaikum. Wr. Wb
c
g Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan

seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Firsty
M%Jzaﬁani Putri yang berjudul “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam
Médiasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa” dapat
diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas
dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munagqasyah di Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
-
o8]

Wassalamu alaikumWr. Wb

@
)
Pépbimbing Skripsi I Pembimbing Skripsi II
M
=
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% H. Maghfirah, MA
: 197410252003121002

NIP : 19630909199
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PENGESAHAN PERBATKAN SKRIPSI

L

EH

Bsi L@nodn judul PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
lASJI SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-
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ESNQA\JG)NOM()R 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
lg:@-\ E IR'SAIAE\ SENGKETA (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Kampung Belak Desa
c =

l‘-{g’n%a K@upatcn Bintan Provinsi Kepulauan Riau), yang ditulis oleh:
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ag =~ :

Sy Ngma : FIRSTY MARZARIANI PUTRI

2 § NBv - 12020723620

o @ P@Aeram Studi : limu Hukum
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c wn

@elah di gtunaqasyahkan pada:

HﬂiﬁTanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu - 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munagasyah Fakultas Syariah dan
ukum Univeristas [slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pekanbaru, 28 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH
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Jgdﬂl Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

@ PEranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan
_g UBdang — ;trndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
@ Sengketa tS_tudl Kasus Masjid Ar — Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kabupaten
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nulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
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sebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

>§un

ua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

=le

h karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan

bebas dari plagiat.

u.gye

a bila d?(emudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

oklo

esis/Skﬂpsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )*sava tersebut, maka saya besedia
.

@

. w . .
nerimazsanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

mll\ianSurat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
d i pihalCmanapun juga.
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Pekanbaru, 06 September 2024
W Yang membuat pernyataan

“.osoAonv1azs457 ..................
NIM : (2020722620
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g ABSTRAK

Figty Marzariani Putri, (2024) : Peranan Kantor Urusan Agama Dalam
sl Mediasi  Sengketa Wakaf Terhadap
o Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 30
= Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
i Alternatif Penyelesaian Sengketa

=

Wakaf sering kali menjadi suatu masalah yang berkaitan dengan
pe%engketaan, oleh karena itu pemerintah berusaha menciptakan produk hukum
yahg dapat menjawab persoalan mengenai penyelesaian sengketa melalui
presedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi,
médliasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian
inrfliangkat berdasarkan Peristiwa hukum yang terjadi pada Masjid Ar-Rahman
yang berlokasi di Kampung Belak, Desa Penaga, Kabupaten Bintan. Dijelaskan
bahwa sebelum berdirinya Masjid Ar-Rahman memiliki luas tanah 1.150 m?, lebar
tanah 40 m?, dan panjang tanah 55 m? Kemudian diberikannya kepada Nadzhir
yang digunakan untuk dibangunkan masjid. Akan tetapi terdapat kesalahan yang
terletak pada nomor sertifikat yang sama dengan Masjid Ar-Rahim sehingga
menjadi dua sertifikat dalam satu nomor sertifikat. Tujuan dari penulisan skripsi
ini adalah untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama dalam mediasi
sengketa wakaf terhadap pelaksanaan Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Data dari penelitian bersumber dari data primer dan
sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi,
wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

£ Hasil penelitian ini yaitu bahwa peran KUA dalam penyelesaian mediasi
seﬁgketa wakaf adalah sebagai mediator penyelesaian sengketa wakaf yang adil,
transparan, akuntabel, dan menjaga hak-hak dari pihak yang bersengketa agar
da§at tercapainya mufakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian melakukan tindakan yang melindungi hak-hak dari pihak yang
bersengketa dan dapat mempertimbangkan segala bentuk permasalahan sengketa
menuju jalan keluar permasalahan secara damai. Terdapatnya kendala yang
difiadapi oleh KUA dalam pelaksanaan mediasi sengketa wakaf yaitu kendala
pe§<ara, kendala mediator dan kendala para pihak.

W
Kat'a Kunci: KUA, Mediasi, Sengketa Wakaf, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999

neny wisey jrredAg uejng jo
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g KATA PENGANTAR
G
(@]
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

el

5 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis
uo,%okan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat,
ra%at dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
sk%)psi ini dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap

v
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
AE;grnatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kp. Belak

c
Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau)” sebagai salah satu
persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) IImu Hukum pada Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat
beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di

akhir kelak.
wn

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari

O
e3s] aje)

agai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih

8

daR” penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
G,

mgmbantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena
]

itun: penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:
<

1.oKedua Orangtua, Ibunda Nur Azrani Siregar, S.H., M.Kn dan Ayahanda Hary
n
S=Rosa Saputra, yang doanya selalu mengiringi langkahku menuju kebaikan.

js¥]
=Terima kasih atas kepercayaan dan perjuangannya dalam membesarkan,

11eAg

mendidik dan memberikan kasih sayang melalui cinta dan doa yang tulus

nery wisey j
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quntuk putri pertamanya ini agar dapat merantau dan mengejar impiannya

-
osSehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
o

2.5,0pung H. Abdullah Siregar dan Nenek Hj. Zahrani yang telah menyayangi,

= . . _—
—merawat dan selalu mendukung segala bentuk cita — cita dan impian cucunya.

=
Terimakasih juga kepada Bapak H. Alamsyah yang telah memberikan doa dan

iapresiasinya dalam setiap pencapaian penulis.
c
3.§Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri

jeb)
sSultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan

gkesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang
telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.l., S.H., M.H. selaku Ketua Program

%‘Studi IImu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan

2}

~juga lbu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi

IS

IlImu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Jrure

6.CBapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Pembimbing | yang telah banyak

mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan

I9AIU

kemudahan selama penulisan skripsi ini.

A31s

7.¢Bapak H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Il serta selaku

[ng jo

Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis

e}

Ag u

dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama

neny wisey jue
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mIpenuIisan skripsi dan menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum

-
oUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

o
8.yBapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan

=
—Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah

=
cimengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses

ioerkuliahan.

c

lebu Indah Hayati dan Keluarga Besar (Almh) Nenek Nurani Manan yang telah
jeb)
-omemberikan bantuan secara doa, materil dan dukungannya untuk pendidikan

QD
Cpenulis.
10. Adikku Tersayang, Oktarisa Azzahra Putri. Terimakasih kepada Mama
Roslawati, Tulang Ucok, Aunty Ade dan sepupu — sepupuku tersayang yaitu
Intan, Lita, Rafassya, Rafisqy dan lainnya atas dukungan dan untuk doanya.

11. Sahabat Terbaikku sejak SMA, Sherren Xu, Str. Par yang sudah membersamai

dan mendengarkan curhatan penulis yang selalu ada saat senang dan sedih

g.?serta dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi
o ’
Epenu is.
2]

122 Teman — teman seperjuanganku, Tasya Salsabila, S.H dan Muhammad Ficky,
o]
gS.H yang selalu menjadi support system bagi penulis dalam penyelesaian
Eskripsi ini, Umil Hoiri, S. H sahabat sejak semester 1 hingga sekarang, lbnu
]
Q'Kirana, Windri Fauziyyah, S. H dan Nedya Nur Neldis, S. H, beserta teman —
=)
aeman KKN Desa Sesap 2023.
e

13 Terimakasih untuk Firsty Marzariani Putri, diri saya sendiri yang telah bekerja

eras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sebab mampu menuntaskan

nery wisey ;pez?(ts u
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©
mIpiIihannya, mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan

;_tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan
g'skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini
%merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

g Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis dengan senang hati dan ikhlas
m%erima semua Kritik serta saran dari pihak. Karena penulis sadar bahwa segala

c
ké;\_’empurnaan hanya milik Allah SWT. dan segala kelemahan adalah milik

Q
manusia.

QD
BiHahi fill Sabili Hag, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Pekanbaru, 03 September 2024

FIRSTY MARZARIANI PUTRI
NIM. 12020723620
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I BAB |

Q

e

9] PENDAHULUAN
6.

Q

=;

A= Latar Belakang Masalah

Indonesia yang mempunyai wilayah yang sangat luas, sehingga
mempunyai beragam macam budaya, dan mempunyai kebutuhan yang
bermacam — macam dan potensi yang dimiliki daerah, dengan letak geografis

yang begitu luas. Hal ini menciptakan kewenangan dalam pemerintahan yang

d Bjsng NN X!

g.ada pada pemerintahan pusat. Dengan adanya hal tersebut tentu tidak akan
terciptanya pemerataan kemakmuran dan keadilan serta pemberdayaan yang
merata bagi semua warga negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum atau biasa
disebut rechtsstaat atau rule of law merupakan negara yang berdasarkan atas
hukum dan berkeadilan bagi warga negaranya yang dimana kewenangan
negara harus diatur oleh hukum yang ada.! Hukum yang tercipta di

masyarakat akan menimbulkan kebijakan. Kebijakan itu dibuat untuk

menjaga  ketertiban  masyarakat, melindungi  hak-hak  masyarakat,

(] dTwe[s| 3je3s

mewujudkan ketentraman dan kedamaian masyarakat serta mewujudkan

“kesejahteraan rakyat. Hasil kebijakan yang sesuai dengan aturannya akan

JATU

JISI

*menimbulkan segala sesuatu yang baik, baik dari segi sifat, perilaku, ataupun

A

perbuatan.?

[og)

U

! Daulat Nathanael Banjarnahor dkk, Ilmu Negara, (Bandung: Widina Bhakti Persada
ung, 2021), h. 62

2 Sri Kusriyah, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah, (Semarang:
SULA PRESS, 2019), h. 12.

25 up3ng jo
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Melakukan suatu perbuatan baik merupakan cita — cita setiap orang. Hal
— hal yang mampu menghasilkan kebaikan akan di tempuh agar dapat
menimbulkan kebaikan bagai semua orang. Hasil dari kebaikan yang berpusat
:pada semua orang akan menimbulkan keterkaitan yang baik bagi manusia.
Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa hidup sendiri. Hal ini

didasarkan kepada sifat lahiriah manusia yaitu sebagai makhluk sosial,

sehingga membutuhkan interaksi antar sesama. Interaksi dari manusia

¥ e)ysns Ninilw eydio yeq @

tersebutlah yang menjadi inti dari kehidupan sosial, di mana dapat

nei

menimbulkan sikap saling berbagi, belajar, dan membangun hubungan yang
berarti dalam perjalanan hidup.

Bentuk Kketerkaitan interaksi antara manusia dapat menimbulkan
interaksi sosial dan ibadah. Keterkaitan antara interaksi sosial dan ibadah
bukan hanya membentuk praktik spiritual individu, tetapi juga sebagai sarana
dalam membangun rasa empati dalam kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat
dalam Wakaf, yaitu dengan melakukan pemisahan sebagian harta dan

melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan ibadah yang sesuali

TUrefsy aje}s

.syariat islam dan bentuk pendukung kesejahteraan masyarakat yang dapat
digunakan untuk selama- lamanya atau waktu tertentu sesuai
kepentingannya.®

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf dikalangan masyarakat
telah melalui perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma

maupun pada praktik operasionalnya. Semakin luasnya pemahaman dalam

Ag uej[ng jo AJ1sIdAIu) d

=
(o)

neny wisey gie
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Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta:Ul-Press,
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©
gpemberdayaan harta wakaf menjadi penting jika bertujuan untuk mencapai

-
o keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. *

Pada awal mulanya, wakaf hanyalah keinginan untuk berbuat baik
:dengan kekayaan yang dimiliki tanpa ada aturan yang mengaturnya, namun
seiring berjalanannya waktu masyarakat merasakan bahwa wakaf memiliki
manfaat yang besar bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan hal ini, mulai

dibentuknya lembaga wakaf yang dapat mengelola wakaf, menggunakan

-harta wakaf secara baik, dan memelihara harta wakaf syang teratur dan baik

neiy eysng Nin Yitw exd

untuk kepentingan secara individu dan umum.’

Wakaf merupakan salah satu dari bentuk perbuatan baik terhadap harta
benda, kerena perbuatan wakaf menjadikan harta benda dapat bermanfaat
bagi orang lain atau masyarakat yang membutuhkannya, bukan hanya untuk
diri sendirinya. Wakaf berasal dari hukum Islam, karena dasar perintah wakaf
berasal dari ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kaum
muslimin dalam mempergunakan atau mentasarufkan hartanya untuk

kebaikan yang sesuai dengan syariah Islam.®

Berdasarkan pengertian wakaf yang tertera di dalam Peraturan

JATU[) DTWE[S] 3)e)}S

"Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Wakaf

AJISI

“adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan

=]

L 2]

gj * Abdurrohman Kasdi, Figih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif,
Ydgyakarta: Idea Press, 2017, him. 1

g ® Daeng Naja, Hukum Wakaf, Penerbit Uwais Inspiriasi Indonesia, Ponorogo, 2019, Him.
12

w

< ® Islamiyati dkk, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut
HuKum Islam dan Implementasinya di Masyarakat, Vol 2, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, No.,

Jul§2018

nery wisey
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©
gsebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

-
o melembagakannya untuk selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan
o

—

o atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.” Dengan

=
—-melepaskan harta wakaf, maka secara hukum wakif telah kehilangan hak

=
— kepemilikannya sehingga tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk

menggunakannya  untuk  kepentingan  pribadi dan  hak untuk

memindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual,

d BYSNS NI

menghibahkan, termasuk juga mewariskan kepada ahli waris.?

nei

Bentuk dari produk hukum dari pemerintahan dengan terciptanya
Undang — Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan
pengertian wakaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf dijelaskan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

menurut syatrialh.”9

Seiring dengan perkembangan waktu yang terjadi dan beberapa masalah

ATU[] DTUIR[S] 3}€}S

‘yang Dberkaitan dengan persengketaan maka pemerintah berusaha

ISI9

.menciptakan produk hukum yanng dapat menjawab persoalan mengenai
penyelesaian sengketa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Undang — Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang

N
o

neny wisey gie

" Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

8 Op.Cit him. 162-163

% Hujriman, Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar), (Sleman:Deepublish,
), HIm. 4

Ag uej[ng jo A3
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©
T berisi penjelasan tata cara penyelesaian sengketa. Yang mana pada pasal 1

10 ).

ayat 6 menjelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
-para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Penyelesaian Sengketa memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah melalui

Y e)ysng NIn!lw eyd

arbitrase ataupun bentuk penyelesaian sengketa lainnya agar para pihak dapat

nei

melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk mencapai
kesepakatan yang damai dengan beritikad baik, dan tekat untuk
menyampingkan pilihan penyelesaian litigasi di pengadilan.’

Penyelesaian sengketa memiliki nama asing yaitu Alternative Dispute
Resolution (ADR) yang pada bahasa Indonesia mengistilahkan sebagai
pengelolaan suatu konflik berdasarkan managemen kooperatif atau

g.?dinyatakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif

2}

— Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau

Turefs

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.'*

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan

ISI9ATU[N) D

sengketa wakaf ialah melalui mediasi, yaitu proses negosiasi pemecahan

jo A3

«nMasalah yang mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan
e

—t

gpihak yang bersengketa dengan tujuan membantu memperoleh kesepakatan

(@)
< 0 sysanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,

(JaKarta: Kencana, 2019) him. 5-6

= Yibid., him4
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©
I dengan memutuskan. Mediasi ialah penyelesaian masalah dengan melibatkan

10 ).

_mediator untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar
negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat mereka.'? Mediator dalam
:mediasi memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi
seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur
diskusi, menjadi penenga, merumuskan kesepakatan para pihak serta
membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukan suatu hal yang

untuk dimenangkan tetapi untuk diselesaikan secara damai dan beritikad

nei

baik."

Dalam penelitian ini melihat dari peristiwa hukum yang terjadi pada
Masjid Ar- Rahman yang berlokasi di Kampung Belak, Desa Penaga,
Kabupaten Bintan. Berdasarkan akta ikrar wakaf dijelaskan bahwa sebelum
berdirinya Masjid Ar — Rahman merupakan tanah milik seorang lbu Janiti
yang memiliki luas tanah 1.150 m* lebar tanah 40 m? dan panjang tanah 55
m?. Kemudian diberikannya kepada Nadzhir yang diwakili oleh Bapak

Yahidu dan diketahui oleh saksi — saksi yang terkait untuk dibangunkan

ISI 2335

masjid yang berlokasi di Kampung Belak, Desa Penaga, Kabupaten Bintan

e

dan diwakafkan pada tanggal 30 Mei 2016.
Permasalahan ini bermula pada saat setelah diterimanya oleh Ketua
'Pengurus Masjid Ar- Rahman yaitu Bapak Abdul Maid yang menyadari

bahwa sertifikat tanah dari masjid terjadi kesalahan pengukuran tanah yang

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan. Kesalahan

(B

Ag|uejng jo AjrsidArun d

' Ibid., him. 12
3 Kingkin Wahyuningsih, dkk, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,
{dar Lampung: Penerbit AURA, 2018) HIm.5

neny wisey Hie
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©
gpengukuran tanah tersebut tertukar dengan Masjid Ar- Rahim yang berlokasi

-
o di Desa Tanah Merah, Kabupaten Bintan.

E’ Adapun kesalahan yang tertera dalam permasalahan ini yaitu:

21. Kesalahan terletak pada nomor sertifikat yang sama dengan Masjid Ar —
g Rahim sehingga menjadi dua (2) sertifikat dalam satu (1) nomor yaitu
; dalam Nomor 32-01-16-03-8-0001.

:?;‘2. Ukuran luas tanah masjid yang sama antara masjid Ar — Rahman dan Ar-
§ Rahim. Semulanya Ar — Rahman berluas 1.150 m? menjadi luas 495 m?,
c

yang mana luas 495 m2 merupakan luas dari tanah masjid Ar — Rahim.
Dengan hal tersebut menimbulkan permasalahan antara pihak pengurus
Masjid Ar- Rahman dan Ar — Rahim dengan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Bintan. Maka untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut,
maka pihak pengurus Masjid Ar- Rahman melaporkan kesalahan tersebut
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan untuk mencari solusi
dalam penyelesaian masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan wakaf ini tidak terlepas dari kaitannya dengan

Tu) dIWe[S] 3je3s

Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana KUA sebagai salah satu lembaga
instansi yang berkaitan mengenai pencatatan, pengawasan dan pembinaan

terhadap wakaf. Dengan hal tersebut, pengelolaan mengenai wakaf dapat

Jo A31S19A

g“dijangkau oleh pemerintah melalui instansi yang mudah untuk dijangkau.**

Aglue)y

¥ Fingky Lesmana, Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelayanan
Biflbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo Raya, Jurnal UNIKS, 2022,
hif. 222
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©
gKUA selaku lembaga yang secara langsung sangat berkaitan dengan

-
o pengurusan Wakaf dengan masyarakat yang mengalami sengketa. Sehingga

o
o dalam penyelesaiannya, KUA harus memiliki ketepatan dalam memilih jalan

—-keluar dari permasalahan. Penyelesaian melalui mediasi yang menjadi tugas
=

— KUA dalam permasalahan ini termasuk dalam ranah hukum perdata.

Dalam permasalahan penelitian ini sudah melalui musyawarah mufakat

NS N

2 dan tidak menemukan jalan keluar maka diputuskan oleh berbagai pihak
jeb)

Auntuk melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan penyelesaian

Q
c

mediasi dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang
disepakati oleh pihak yang bersengketa.'®

Dengan melihat objek permasalahan di atas, penulis ingin mengetahui
dan meneliti secara khusus bagaimana KUA memiliki peran dalam mediasi
mengenai permasalahan mengenai sengketa wakaf dengan melihat bagaimana
mediasi memberikan solusi atau jalan tengah dalam permasalahan wakaf.
Selain itu, tentu di dalam pelaksanaan mediasi memiliki faktor- faktor yang

menghambat proses mediasi.

[} dTurejsjy ajejlg

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat sebuah kajian ilmiah

ISI9ATIU

.yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Agluejng jo A3

> Mohammad Syamsul Arifin, Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian

Sefifketa Tanah Wakaf, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 4 Nomor 1 Februari 2020, him.
385
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kp. Belak
Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau) «.
Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari kekeliruan serta untuk lebih
terarahnya rencana penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu
memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembatasan dalam
karya ilmiah ini difokuskan kepada peranan Kantor Urusan Agama dalam
proses mediasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis
dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan mediasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kantor Urusan Agama Teluk
Bintan, Kabupaten Bintan?

2. Apa saja kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan Mediasi
sengketa wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kantor Urusan

Agama Teluk Bintan, Kabupaten Bintan?
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DL Tujuan dan Manfaat Penelitian

10 ).
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1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan

Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
terhadap Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kampung Belak Desa
Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau.

Untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam
proses mediasi yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Studi Kasus Masjid
Ar- Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini bermanfaat sebagai:

a. Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan mengenai peran Kantor
Urusan Agama dalam melaksanakan proses mediasi terhadap
permasalahan sengketa wakaf berdasarkan Undang — Undang Nomor
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa serta kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam
melaksanakan proses mediasi sengketa wakaf berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
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Penyelesaian Sengketa di Kantor Urusan Agama Teluk Bintan,
Kabupaten Bintan.
Praktis

Memberikan pengetahua terhadap masyarakat mengenai
deskripsi dengan jelas mengenai pelaksanaan mediasi sengketa wakaf
yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta sebagai bahan bacaan yang
dijadikan referensi dalam pembuatan skripsi bagi mahasiswa lain.
Akademis

Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Strata 1 di Prodi llmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian
ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi

kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
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KERANGKA TEORITIS

Kerangka Teori
= 1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa berasal dari kosakata bahasa latin, mediare
yang artinya berada di tengah. Makna ini bertuju kepada peran seorang
mediator yang ditunjuk sebagai penengah dan menyelesaikan sengketa
antara para pihak, bersikap netral dan menjaga kepentingan para pihak
secara adil dan sama sehingga tercipta kepercayaan dari para pihak
yang bersengketa.®

Kata Mediasi juga berasal dari bahasa Inggris, mediation yang
memiliki arti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga
sebaga penengah yang dinamakan mediator. Dalam prosesnya, mediator
harus berperan aktif dengan berupaya menemukan berbagai solusi
penyelesaian sengketa sehingga terjadi pemukfakatan yang merupakan
kesepakatan bersama dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa
dan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang memiliki sifat
final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad

baik.'’

ue[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3}e}§

16 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,

Jalgﬂta Kencana, 2011, him. 2.

>0

7 \srar Hirdayadi, Hery Diansyah, Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun

2088 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum
Islgkh Volume 1 No.1. Januari-Juni 2017, him. 208-209.

nery wisey
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Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia kata mediasi berarti
proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu
perselisihan sebagai penasihat. Maka pengertian dari Mediasi
mengandung beberapa unsur penting, yakni mediasi merupakan
penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih, pihak
ketiga berasal dari luar pihak yang bersengketa, pihak yang terlibat pun
bertindak sebagai penasihat dan tidak berwenang dalam pengambilan
keputusan.®®

J. Folberg dan A. Taylor menekankan konsep mediasi pada upaya
mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi bahwa penyelesaian
sengketa dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa
dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dibantu
oleh pihak yang bersifat netral.*

Takdir Rahmadi mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan
atau cara mufakat dengan bantuan pihak yang netral dan tidak memiliki
kewenangan untuk memutus.?

Menurut hukum positif di Indonesia terdapat dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun
2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang tertera dalam Pasal

1 Ayat 7 yang menjelaskan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
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¥ Ibid., him 210

19 Achmad Romsan, Alternative Dipute Resolution (Teknik Penyelesaian Sengketa di
Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi), Malang: Setara Press, 2016, him. 41.

% Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,
Jalarta: Raja Grafindo, 2010, him 12.
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sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu mediator. Yang selanjutnya dalam Ayat 6
kembali menjelaskan bahwa Mediator adalah pihak netral yang
membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus
atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan bahwa Mediator
berperan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak untuk memutuskan
sengketa dengan membantu para pihak sengketa dengan memberikan
solusi — solusi untuk membuka pikiran para pihak agar diperundingkan
dengan kepala dingin. Dalam menjalankan perannya mediator dalam
pelaksanakan mediasi memiliki jangka waktu yang mengatur berapa
lama proses mediasi dapat dilakukan. Hal tersebut dijelaskan dalam
Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pasal 6 Ayat (5) yaitu setelah
adanya penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga
alternatif penyelesaian sengketa dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Dari beberapa definisi diatas, dipahami bahwa mediasi
menggambarkan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri —

ciri sebagai berikut:
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1) Adanya dua pihak yang bersengketa
2) Menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu mediator
3) Mediator memiliki tujuan untuk membantu para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan masalah persengketannya
4) Penyelesaian akan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.?
Dalam penyelesaian melalui mediasi merupakan suatu proses
yang sukarela, sifatnya tidak formal, kooperatif, berpandangan ke

depan, sesuai dengan kepentingan dan pihak ketiga netral.?

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

b. Teori Mediasi
Adapun teori- teori dari mediasi yang dapat mendukung
suksesnya penyelesaian masalah melalui mediasi, sebagai berikut:
1) Teori Kepentingan (Interest-Based Relational Theory)

Teori ini memiliki fokus pada kepentingan dan kebutuhan pihak-
pihak yang terlibat dalam mediasi. Dengan memahami kepentingan
yang mendasari tindakan pihak yang mediasi dapat lebih baik
memprediksi perilaku, memahami konflik atau kesepakatan yang
mungkin timbul, serta merancang strategi yang efektif untuk
mencapai tujuan bersama atau menentukan penyelesaian masalah.
Tujuannya untuk menjaga hubungan baik antara para pihak di masa

mendatang.?

}[M'S JO AJISIdATU) DTWR[S] 3}€)S

2! Nita Triana, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan
Matlel Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi), Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019,
Hlpm, 20

% Ibid, him. 22

2 Tri Harnowo, Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian
Sefigketa, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 32, Nomor 1, Februari 2020, him. 61

TeAguE
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2) Teori Komunikasi (Communication Theory)

Teori ini menunjukkan pentinganya komunikasi yang efektif
dalam mediasi. Dalam hal ini, mediator dapat membantu para pihak
untuk berkomunikasi secara terbuka dan konstruktif, dan dapat
mendengarkan dan memahami satu sama lain. Teori ini membantu
menjelaskan proses komunikasi dari berbagai perspektif, termasuk
faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dan interaksi antara

komunikator dan penerima pesan.?*

3) Teori Negosiasi (Negotiation Theory)

Dalam teori ini memiliki fokus pada teknik negosiasi dari
mediator dalam membantu para pihak menemukan negosiasi yang
efektif, dan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan
semua pihak. Teori negosiasi tidak hanya berkaitan dengan teknik
dan strategi, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam
tentang psikologi, komunikasi, dan dinamika antarmanusia. Dengan
menggunakan prinsip-prinsip ini secara tepat, negosiator dapat
meningkatkan ~ kemungkinan  mencapai  kesepakatan  yang

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.”®
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2% Sumiyati, Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara
Pergeraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan, Jurnal Ilmu Komunikasi, VVolume 3,
Nemor 2, 2021, HIm. 64

% Cahya Palasari, dkk, Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif Hukum
Int8asional, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2022, him. 690
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c. Landasan Hukum Mediasi
Landasan Hukum Mediasi menurut peraturan perundang-
undangan sebagai berikut:?®
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
d. Model — Model Mediasi
Adapun model mediasi yang dikemukan oleh Lawarance Boulle,
seorang profesor ilmu hukum yang membagi model — model mediasi
menjadi empat model, yaitu:
1) Settelment Mediation
Adapun prinsip dari Settelment Mediation yakni Mediasi
dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan tawa menawar atas suatu
kesepakatan yang mediator hanya fokus pada permasalahan atau
posisi yang dinyatakan para pihak. Dalam model ini mediator
memiliki posisi bottom-lines yaitu sebagai penarik kesimpulan utama

dalam mediasi.?’

nery wisey] jiRAgluejng jo A31sIaATU) dTWR[S] 9B}
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%6 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014,

27 Syahrizal Abbas, Op.Cit., him 32



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

-

N

nely eysns NN y!tweydido yey @

IS
~—

18

Facilitative Mediation

Prinsip dalam model mediasi yakni prosesnya lebih terstruktur dan
penekananya lebih ditekankan kepada kebutuhan kepentingan para pihak
yang berselisih. Mediator mengarahkan para pihak pada penyelesaian yang
saling menguntungkan dan lebih kreatif dalam mencari alternatif
penyelesaian.?®
Transformative Mediation

Prinsip ini memiliki fokus dalam penyelesaian yang lebih
komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi
juga rekonsiliasi antara pihak dan proses negosiasi lebih mengarah pada
pengambilan keputusan hubungan emosional para pihak yang berselisih.
Dalam prinsip ini mediator berfungsi sebagai mendiagnosis penyebab
konflik dan menangani berdasarkan aspek psikologis dan emosional.?
Evaluative Mediation

Adapun prinsip dalam model mediasi yakni lebih berfokus kepada
hak melalui standar penyelesaian atas kasus serupa dan para pihak lebih
mengandalkan mediator yang memiliki keahlian dan pengalamannya untuk
mengarahkan ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah
tersebut.*

Selain itu, adapun model — model mediasi yang ada di Indonesia
yang tertuang dalam Undang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni:

neny wisey jrredAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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Pelaksanaannya didahului adanya proses negosiasi

Mediator yang ditunjuk pada prinsipnya siapa saja boleh asalkan
disepakati oleh para pihak

Mediator membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka
Hasil akhir dari proses mediasi tersebut adalah kesepakatan yang tidak
mempunyai kekuatan eksekutorial

Pelaksanaan kesepakatan tersebut adalah itikad baik.*

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja yang melaksanakan
tugas pemerintahan dalam bidang agama Islam.** Dalam ruang lingkup
kerja. KUA berada di dalam tingkat Kecamatan. Tercantum dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Pasal 1 ayat (1)
menjelaskan bahwa KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada
Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara
operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota.*

Pada dasarnya, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran

sebagai instansi pemerintah yang berkaitan mengenai pencatatan,

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e
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*L Ibid., HIm. 42

%2 A. Saepudin, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam
donesia, Jurnal Diklat Keagamaan, VVolume 10 Nomor 4, Oktober-Desember 2016, HIm. 390
% peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.
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pengawasan dan pembinaan dalam bidang agama dalam melakukan
pencatatan nikah/rujuk, membina tempat ibadah umat islam, pembinaan
haji atau umrah, pembinaan keluarga sakinah, dan termasuk pembinaan
zakat dan wakaf.

Adapun bentuk organisasi dalam KUA yang dijelaskan dalam
Pasal 5 yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Petugas Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala KUA
memiliki peran dalam bertanggung jawab atas pengelolaan operasional
KUA, melaksanakan perannya dalam membimbing dan mengawasi staf
KUA.

Selanjutnya yaitu mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) yang mana Kepala KUA menduduki peran sebagai PPAIW
yang memiliki peran sah atau legal terhadap status harta benda yang
diwakafkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Selain
itu, PPAIW memiliki peran dalam memfasilitasi dan mengawasi praktik
wakaf sebagai bagian dari sistem hukum dan memiliki tanggungjawab
dalam pemeliharaan warisan wakaf yang menjadi sumber daya penting

untuk kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat.>

. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam melaksanakan perannya KUA memiliki tugas yang tertera
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S

3 Op.cit, him. 391
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Pasal 1 ayat (2) yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat
islam dalam wilayah kerjanya. Adapun bentuk layanan dan bimbingan
yang menjadi fungsi dari KUA sebagai berikut:
1) Memberikan pelayanan dan bimbigan di bidang kepenghuluan dalam
pelayanan nikah dan rujuk umat beragama islam;
2) Memberi pelayanan dan bimbingn dalam pengembangan keluarga
sakinah;
3) Memberi pelayanan di bidang perwakafan;
4) Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial;
5) Memberi pelayanan di bidang perhajian;
6) Dan memberi pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan
beragama.*®
Dalam melaksanakan tugas dan fungisnya, KUA pada dasarnya
harus mempunyai peta proses bisnis yang dapat menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah
KUA tersebut. selain itu, KUA juga dapat menerapkan prinsip integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam hubungan
dengan lembaga lain yang terkait.
3. Wakaf
a. Pengertian Wakaf
Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata
“Wagafa” berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri.

Kata “Wagafa-Yaqgifu-Wagfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S
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Tahbsin”, yang mengandung arti menahan, menahan harta untuk di
wakafkan, tidak dipindahmilikkan.®

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum
wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Pasal 5 menjelaskan,
wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan
kesejahteraan umum.®’

Secara perspektif pengaturan, wakaf terkait dengan pelaksanaan
tugas-tugas agraria, sehingga wakaf sebagai lembaga keagamaan
digunakan sebagai salah satu pengembangan kehidupan beragama
terkhusus bagi umat islam. Selain itu, wakaf memiliki sumber ekonomi
yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam kegiatan- kegiatan yang bersifat agama dan sosial.*®

Dari definisi wakaf yang sudah tercantum menunjukkan bahwa
wakaf adalah bentuk akomodasi dari berbagai pandangan yang ada.
Dari definisi tersebut yang memunculkan unsur-unsur dan landasan

hukum mengenai wakaf.

>
Ague”ng JO AJISIdATU[) DTWIR[S] d)B)§

% Zakiyah Drajat dkk, Ilmu Figh 3, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan
a Islam Departemen Agama RI, 1986, him. 207

¥ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

% Kamarudin, Hukum Wakaf Perspektif Pemidanaan dan Perluasan Kewenangan

PeRgadilan Agama di Indonesia, Kendari: SulQa Press, Oktober 2022, him. 2
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b. Unsur & Rukun Wakaf

Dalam wakaf terdapat unsur- unsur yang tercantum dalam pasal
6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai
berikut:
1) Wakif
Yaitu pihak yang sah dalam mewakafkan harta benda
miliknya. Wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak
bergerak, seperti tanah, bangunan, uang, dan lain sebagainya.
2) Nazhir
Yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.
3) Harta Benda Wakaf
Yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau
manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi yang secara
syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
4) Ikrar Wakaf
Yaitu pernyataan yang berisi kehendak wakif yang diucapkan
secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta
benda yang dimilikinya.
5) Peruntukkan Harta Benda Wakaf
Yaitu yang menjadi tujuan dari harta wakaf, misalnya untuk
masjid, sekolah atau yayasan sosial. Dalam hal ini biasany

diperuntukkan untuk kepentingan umum atau bersama.
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©
g 6) Jangka Waktu Wakaf
; Yaitu bentuk dalam harta benda terbagi dua, yaitu harta
E’ benda tidak bergerak, misalnya tanah yang dapat di wakafkan dalam
2 jangka waktu selama- lamanya. Lalu, harta benda bergerak, misalnya
Z uang yang memiliki jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh
i nazhir dengan persetujuan wakif.*
‘E_ c. Landasan Hukum Wakaf
Q;E; Landasan Hukum Wakaf menurut hukum positif, sebagai berikut:
g 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan
Tanah Milik
2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam Buku 111 yang mengatur Hukum Perwakafan

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
g.-j Undang — Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(¢]

B.:: Penelitian Terdahulu

E' Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh
g-peneliti lain. Penelitian terdahulu memiliki peran penting karena dapat
gi_digunakan sebagai dasar pijakan penulis dalam menyusun penelitian.
;,1' Penelitian yang dilakukan oleh Izzati Rizgi Annisa (2018) ini dengan judul
g penelitian: “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf
z

%9 Supani, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta,

2020, Him. 26 - 28
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(Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom
Kelurahan Gemuk Sari Kecamatan Gemuk)”. “°Tujuan penelitian ini ialah
memberikan penjelasan mengenai keefektifan mediasi dalam penyelesaian
sengketa tanah yang dianggap penerapan wakaf tidak sesuai dengan yang
ada dalam ikrar wakaf. Sehingga dilakukannya penyelesaian masalah
secara non litigasi (diluar pengadilan).

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh lIzzati Rizqi

Annisa dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sama-sama

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Adapun
pembedanya ialah penelitian yang dilakukan oleh lzzati Rizgi Annisa lebih
membahas mengenai efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa
wakaf, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih berfokus
kepada peran Kantor Urusan Agama sebagai mediator dalam penyelesaian
sengketa wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Irhamnia (2019) dengan judul penelitian:
”Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap
Tanah Wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten
Brogongan)”**. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan masalah terjadi
akibat hilangnya fungsi tanah wakaf akibat beberapa faktor yang

menghambat serta perbedaan pendapat dari ahli waris wakif dan nadzir.

%0 1zzati Rizqi Annisa, Skripsi: Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf
(Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Gemuk Sari
Ke&@matan Gemuk), (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

) *Irhamnia, Skripsi: Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus
Tekhadap Tanah Wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Brogongan),

(SeWyarang: UIN Walisongo, 2019)
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Dengan ini dilakukannya mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Irhamnia
dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sama-sama
membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Adapun
pembedanya ialah penelitian yang dilakukan oleh Irhamnia lebih
membahas mengenai permasalahan mediasi dalam menyelesaikan
sengketa wakaf, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini lebih
berfokus kepada peran Kantor Urusan Agama sebagai mediator dalam
penyelesaian sengketa wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfahri (2019) dengan judul penelitian:
“Efektivitas Mediasi Konflik Dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus Wakaf
Yayasan An-Nur di Pengadilan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa

»#2_ Tujuan dalam penelitian ini menjelaskan penyelesaian sengketa

Barat
wakaf melalui mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat,
kendala dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa wakaf
dan tingkat keberhasilan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat
Efektivitas Mediasi Konflik Dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus Wakaf
Yayasan An-Nur di Pengadilan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa
Barat.

Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan oleh Zulfahri

dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini yaitu sama-sama

membahas mengenai Penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi.

Ag|uej[ng jo A31SId9ATU) DTUIR]S] d)¥}S

* Zulfahri, Skripsi: Efektivitas Mediasi Konflik Dalam Sengketa Tanah: Studi Kasus

Wdkaf Yayasan An-Nur di Pengadilan Agama Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, (Mataram:
UIN;Mataram, 2019)
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Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada
— Rahman, Pengurus Masjid Ar- Rahim dan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Bintan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Dengan ini, penulis ingin menyampaikan proses dan pelaksanaan dari

skripsi yang secara khusus membahas mengenai peranan dari Kantor
Urusan Agama (KUA) terhadap proses mediasi antara Pengurus Masjid Ar

Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .“f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

dioyeH @

Metode penelitian berasal dari istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu kata

IW e}

m

ode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos

= . : . .

yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Sedangkan penelitian adalah suatu

préses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk
w

mghcapai tujuan-tujuan tertentu.*®

Zal

® Menurut pendapat Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah

u@k mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan
pengertian tersebut, terdapat empat kata kunci dalam suatu metode penelitian
yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.**

Penelitian hukum mempunyai peran yang penting dalam kerangka
pengembangan ilmu hukum dan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan
masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis

dalam masyarakat®.

a}els

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa secara sederhana metode
pe?,elitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode Penelitian
ménbicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Dengan tujuan
mgnecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan

<
ménggunakan metode ilmiah®.
W

S|30 A3

=  *Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Prenada
Media Grup, 2018, him. 2-3
* Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung:
Alfabeta, 2013, him. 2
e * Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, him.
16817
=  “ Efendi, Op.cit, him. 2
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©
A.g:]enis Penelitian

-
o Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian empiris/
o
asosiologis. Penelitian hukum empiris/sosiolgis merupakan penelitian yang
—bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari
=
cimasyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang
A . .
mdllakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran
c
@Kkuesioner.
!
jeb)
o Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum

nei

yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat

dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.*’

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian
adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini memerlukan berbagai

disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif

o

E-(negara). Pendekatan sosiologis menjadi penting karena mampu memberikan
; - - - - 48
~Pandangan yang lebih holistis atas fenomena hukum di masyarakat.

B8

-

ClLokasi Penelitian

Berdasarkan permaslahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten

AjrsIaaru

intan. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi

T 1bid, hlm. 149-150
8 1bid, him.153
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©
Tpenelitian ialah karena adanya masalah mengenai proses mediasi yang
{ah]

-
odilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap masalah perwakafan.

1 d

jeb)
D5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang

emenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan penelitian.*® Dalam

l\gﬂﬂ!l

al ini, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus — kasus,

waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Dengan ini, adapun

d eysns

populasi yang akan digunakan pada penelitian ini ialah Kepala Kantor Urusan

nel

Agama (KUA) Kecamatan Teluk Bintan, Kepala Penyelenggara Zakat dan
Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bintan, dan Pihak Pengurus Masjid
Ar- Rahman yang terlibat dalam proses mediasi pada permasalahan tersebut.
Sedangkan sample ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi
yang ada. Kemudian teknik pengambilan sample yang digunakan dalam

penelitian empiris ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan

9 p]

-

E-sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan
gpenelltlan agar dapat menjawab masalah penelitian ini.

Y Tabel Populasi dan Sample

=

£No Responden Populasi | Sample | Presentase
m

¢ 1. | Kepala Kantor Urusan Agama 1 1 100%
T+

$

© | Kecamatan Teluk Bintan

I'p}

=

Y

=

—

dal

*% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
isertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, him.21
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E. Data dan Sumber Data

©

mIZ Staf Kepegawaian  Kantor 33,3%
=

p) Urusan Agama Kecamatan

©

Y Teluk Bintan

B

3. | Kepala Penyelenggara Zakat 100%
=~

C dan  Wakaf  Kementerian

z

I Agama Kabupaten Bintan

i

£.4. | Pengurus Masjid Ar- Rahman 28,6%
W

ES

QD

c

31

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Data pada dasarnya

merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan

suatu keadaan atau persoalan. Data penelitian sangat berpengaruh dalam

menentukan kebenaran temuan dalam penelitian sebab penelitian akan

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masala

1SI 21e3S

e

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari

apangan dan literatul, meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tenpat

penelitian yang bersumber dari hasil penelitian lapangan. Pengambilan data

primer terdiri dari wawancara, observasi dan kuesioner yang digunakan

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti.

nery wisey firedg uejpng jo A3siaarupn d
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%0 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, Pasuruan, 2021,
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. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
bentuk skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan
dan lainnya. Pada data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer dan

Bahan Hukum Sekunder.

Teknik Pengambilan Data

Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara
langsung di lapangan (lokasi) penelitian, hasil dari pengamatan tersebut

peneliti gunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung antara

peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam
wawancara ini dapat menggunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang

dilakukan secara bebas dan mendapatkan data yang dibutuhkan.

. Studi Kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dari buku-buku referensi

yang berkaitan dengan penelitan yang akan diteliti diantaranya buku-buku,
jurnal, dan lain-lainnya untuk melengkapi data penelitian.

Dokumentasi, peneliti memberikan dokumen- dokumen yang berkaitan
dengan persengketaan wakaf yang akan diteliti, seperti Akta lkrar Wakaf

dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
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Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

erus-menerus sampai mendapatkan data yang tepat.

nalisis Data
umber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

wanalisis kualitatif. Dalam metode kualitatif menganalisis data dari berbagai

mlik d IN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© mmwx cipt
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©

I BAB V

{ah]

G

o PENUTUP

=

o Kesimpulan

3 o i

= Mediasi sengketa wakaf merupakan penyelesaian masalah sengketa
=

Cwakaf dengan melibatkan mediator untuk membantu para pihak mencapai

penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat

SNS N

—mereka. Mediator dalam mediasi memiliki peran sebagai pihak yang

jeb)

Xmengawasi  jalannya  mediasi  seperti mengatur  perundingan,

gmenyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah,
merumuskan kesepakatan para pihak serta membantu para pihak untuk
menyadari bahwa sengketa bukan suatu hal yang untuk dimenangkan tetapi

untuk diselesaikan secara damai dan beritikad baik. Dalam hal ini, KUA

memiliki peran sebagai mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang
“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Terhadap Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

-Sengketa (Studi Kasus Masjid Ar- Rahman Kp. Belak Desa Penaga

[] dTurejsjy ajejlg

[Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau) “ ini maka dapat disimpulkan

ISIJAIU

_sebagai berikut:

1. Peran dari KUA dalam penyelesaian mediasi sengketa wakaf adalah
sebagai mediator, ialah mewujudkan penyelesaian sengketa wakaf yang
adil, transparan dan akuntabel, serta menjaga hak-hak dari pihak yang

bersengketa agar dapat tercapainya mufakat yang sesuai dengan peraturan

48
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perundang-undangan. Kemudian melakukan tindakan yang dapat
melindungi hak-hak dari pihak yang bersengketa dan dapat
mempertimbangkan segala bentuk permasalahan sengketa menuju jalan

keluar permasalahan secara damai.

. Adapun kurang berjalannya peran dari KUA dikarenakan terdapatnya

kendala yang dihadapi oleh KUA Teluk Bintan dalam pelaksanaan mediasi
sengketa wakaf yaitu:
a. Kendala Perkara
Bahwa kendala yang dihadapi oleh KUA Teluk Bintan dalam
pelaksanaan mediasi adalah sulitnya menemui pihak yang bersangkutan
untuk dapat memberikan penjelasan mengenai tanah yang diwakafkan
untuk memenuhi alat bukti.
b. Kendala Mediator
Kendala dalam pelaksanaan mediasi tersebut juga terletak pada
instansi KUA dan KEMENAG vyang selalu menunda-nunda atau
mengulur waktu sehingga proses mediasinya memerlukan waktu yang
lebih lama untuk mencapai kesepakatan akhir. Kemudian kendalanya
juga terletak pada mediator yang kurang memahami atau kurang
tanggap pada permasalahan sengketa tanah masjid tersebut.
c. Kendala Para Pihak
Kendala dalam pelaksanaan mediasi tersebut terletak pada
instansi KUA dan KEMENAG vyang selalu menunda-nunda atau

mengulur waktu sehingga proses mediasinya memerlukan waktu yang



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

50

lebih lama untuk mencapai kesepakatan akhir. Kemudian kendalanya
juga terletak pada mediator yang kurang memahami atau kurang

tanggap pada permasalahan sengketa tanah masjid tersebut.

B=Saran
Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “Peran Kantor Urusan

Agama Dalam Mediasi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi

nelry eysng Nin Y!jlw ejdio ey @

Kasus Masjid Ar- Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau) “ ini sebagai berikut:

1. Seharusnya KUA lebih tanggap lagi permasalahan yang akan diselesaikan.
Kemudian KUA sebagai instansi yang dalam ruang lingkup kerjanya
berkaitan dengan wakaf dan bentuk permasalahan keagamaan lainnya
lebih  memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang

berkaitan dengan mediasi.

N

Dalam menjalankan mediasi lebih melakukan pendekatan yang bersifat
konsultatif dengan cara melibatkan para pihak yang terkait secara
transparasi dan terbuka sehingga memastikan bahwa proses mediasi
berjalan dengan adil dan dapat menghormati nilai — nilai yang terkandung

dalam hukum yang berlaku.

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S



D)

EF

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

f
If

ﬁlés

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

DAFTAR PUSTAKA

&oeH o

o)
s

as, Syahrizal, 2011, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, Jakarta: Kencana.

Daulat Nathanael Banjarnahor dkk, 2021, Ilmu Negara, Bandung: Widina Bhakti
—  Persada Bandung.

>
et uge)

N

Drgjat dkk, Zakiyah, 1986, llmu Figh 3, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan

& Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
L

Eféndi dkk, Joenaidi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
A Jakarta: Prenada Media Grup.

QO

HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2018, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hujriman, 2018, Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar), Sleman:
Deepublish.

Kamarudin, 2022, Hukum Wakaf Perspektif Pemidanaan dan Perluasan
Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia, Kendari: SulQa Press.

Kasdi, Abdurrohman, 2017, Figih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf
Produktif, Yogyakarta: Idea Press.

Mighaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.

L

Mihammad Daud Ali, 1988, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta:
Ul-Press.

e[S

Naa, Daeng, 2019, Hukum Wakaf, Ponorogo: Penerbit Uwais Inspiriasi
Indonesia.

un

Nugroho, Susanti Adi, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Jakarta: Kencana.

RIISID

)

madi, Takdir, 2010 Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan
Mufakat, Jakarta: Raja Grafindo.

Ramsan, Achmad, 2016, Alternative Dipute Resolution (Teknik Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi), Malang: Setara

Press.

51

nery wisey| juedg uejghg jo



D)

EF

NV VASNS NIN

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuadey ueyibniaw yepn uednnbuad ‘g

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f
If

ﬁlés

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

52
©
Sohkin, Nur, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: Qiara
2 Media.
(@]

StisKusriyah, 2019, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah, Semarang:

~  UNISSULA PRESS.

Slﬁjyono, 2013, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
7—? Bandung: Alfabeta.

Stﬁani, 2020, Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit

<  Pustaka IImu.
w

T@na, Nita, 2019, Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa
=  Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi),
® Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

V\ﬁghyuningsih, Kingkin dkk, 2018, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Arbitrase, Bandar Lampung: Penerbit AURA.

Wirhanuddin, 2014, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa
Publishing.

Jurnal:

A, Saepudin, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum
Islam di Indonesia, Jurnal Diklat Keagamaan.

Cahya Palasari, dkk, Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Perspektif
Hukum Intenasional, Jurnal Komunikasi Hukum.

5

Fi%ky Lesmana, Efektifitas Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam
Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan
Sentajo Raya, Jurnal UNIKS.

ISI @

puIe

Iskamiyati dkk, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut

— Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat, Jurnal Hukum

= Ekonomi Islam.
<

Isar Hirdayadi, Hery Diansyah, Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1
Lz..' Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh), Jurnal

Hukum Keluarga dan Hukum Islam

Mghammad Syamsul Arifin, Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf, Jurnal Hukum dan Kenotariatan

s J0

Pelayanan Bimbingan Wakaf Terhadap Wakif dan Nazhir di Kecamatan Sentajo

Raya, Jurnal UNIKS

nery wisey jredgue)y



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

nvrd visns NIn
o0
ll’ U
ﬁ:a
- |

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

53

©

Sumiyati, Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi
S Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jakarta Selatan,
o Jurnal llmu Komunikasi.

o

Tri; Harnowo, Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif
3 Penyelesaian Sengketa, Jurnal Mimbar Hukum.

=
Pératuran Perundang- Undangan:
=

Pavaturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.
c

Pe:ogaturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
jeb)

Uadang — Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

©  Penyelesaian Sengketa
c

Undang — Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan

nery wisey JireAg uej[ng jo A}JISIdATU) dDTWIR]S] d)¥}S



54

UIN SUSKA RIAU

n Kabupaten Bintan

LAMPIRAN
a

Teluk Bint
Kementerian Agama Kabupaten Bintan

Dokumentasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama
Dokumentasi dengan Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Dokumentasi dengan Ketua Pengurus Masjid Ar- Rahman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



55

Rahman

Dokumentasi lokasi Masjid Ar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A\ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1U; 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

It "
m... .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysng NN wizi edue) undede ynuaq wejep Ul sijny eAiey yninas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq 'z

NVId VISNS NIN
(R

‘nery eysng NN Jefem Guek uebunuaday ueyibniaw yepl uedynbusd 'q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

F W

k()

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Il

21174
41D %EH

si @cnoan judul PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
Dl.l\::gl SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-
ANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
E \ I::ELSAIAN SENGKETA (Studi Kasus Masjid Ar-Rahman Kampung Belak Desa

||iéez

=
eigaga I;;)bupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau), vang ditulis oleh:
§ =
a Nama : FIRSTY MARZARIANI PUTRI
S Nm 12020723620
:
@

Prﬁgram Studi : IImu Hukum

c
elah di l;ﬂ;,unaqasyahkan pada:

N} eAuey yn4ajes neje uelbeqgas dinbesulSue

W)
Hayg'Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
Waktu - 08:00 WIB

= Tefnpat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

=

§ Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan

o

gukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

S Pekanbaru, 28 Oktober 2024

Q0

- TIM PENGUJI MUNAQASYAH

2

QO

=

a

Betua

Br. Muhgmmad Darwis, S.H.L, S.H

3 -

~<

o
%kl‘etarig‘
Basir, S.Ff, MLH.

= &
gcnguji lé_
g'afrinalgi, S.H.,M.A.

S

=
Penguji 22°
Dr. Hellél Last Fitriani, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

- AN
Dr. 1A%l Abdul E‘I;;hs “ MA
NIP. 19711006 2002121 D03

nery wisey JireAg uej[ng jo A31s



NV VASNS NIN

‘nery eysng NN wizi edue) undede ynuaqg wejep Ul sijny eAiey yninas neje ueibeges yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq 'z

e
a

|

‘nery eysng NN tefem Buek uebunuaday ueyibnisw yepn uedynt

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
Ug)L&." q a.:,;,.‘hll A=

Hiy
® o %’ FACULTY OF SHARIAH AND LAW

JI. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

'CU)ES_I%Q‘KA RidU Web. www fasth.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id
€ze B
BJ@KE Tin.04/F.1/PP.00.9/3690/2024 Pekanbaru,25 Maret 2024
3@5 oBiasa
ﬁaﬁx‘p& = (Satu) Proposal
2[;@_ 2 Mohon lzin Riset

2 =
g6g =~ ,
x & &  cKepada Yth.
_§ Q. §_ \epala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
o g 2 rovinsi Riau
= =
g E 2 ssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2= m Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
S8 —/niversitas Sultan Syarif Kasim Riau :
i E
= = ) ¥ - g o
n;? = c Nama : FIRSTY MARZARIANI PUTRI
= g NIM : 12020723620
S = Jurusan : Hmu Hukum S1
= = Semester : VIII (Delapan)
Do Lokasi : Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari
b g Kota Tanjungpinang
o = bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
S 3 Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan

-~ ¥ ¥ . . .
& = Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
S a Sengketa ( Studi Kasus Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari Kota
513 Tanjungpinang)
5 3 )
:- . .- - . -~ - . - «
- % = Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
5 <3 danggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
< ;:r' anemberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.
(= (=) e
30 & o . . . .
g 5 é Demikian disampaikan, terima kasih.
[} o (o}
T @ c /
3 - = an. Rektor
S B Dekan
£ o
H

= »
c —-
= T .
o) =3
= =) Dr.Zulk¥li, M . Ag
Z = :
= » NIP.19741006 200501 1 005
o E-
Bmbusan : &

&

ktor UIN $uska Riau

‘yejesew njens uenefuiy
nery wisey jrreig



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq ‘'z

NVId VISNS NIN
o

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

“.n"lll

=4 SURAT KETERANGAN
=~ ©

o O =

Y g _‘3’- I%tua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

=

‘§ cé\l%eri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan

= 3 = ="

'g gsc ilarf® check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan
Q

;{' _%S@ware;?'umitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

2S5 0 § =.

320 =

2 5 Ndina Mahasiswa : FIRSTY MARZARIANI PUTRI

S x> c : 12020723620

® 3 =

> S Hullul Sketpsi PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM

1) £

BEg° @ MEDIASI ~ SENGKETA ~ WAKAF  TERHADAP

o

= e =i PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30

o = ®

3 g - TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF

225 o PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Masjid Ar-
£ c

‘E;' 2 Rahman Kampung Belak Desa Penaga Kabupaten Bintan

V) =)

__:; é»' Provinsi Kepulauan Riau)

g ‘Sranggal Uji Turnitin 25 September 2024

c

% aiasil Uji Turnitin Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 19 %.

X

(W)

<

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 September 2024
Ketua Pfodi

L
-9
Dr. Muhampiad IMHI., SH, MH
~+9780227200801 10009

:1aquInNs ueyINgaAuSLL UBp UBYWNUBdU

nery wisey JireAg uej[ng jo A}JISIdATU) dDTWIR[S] d}e}S



NVIY YHSNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq ‘'z

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TELUK BINTAN
JI.Tok Sadek Kelurahan Tembeling Tanjung Kec Teluk Bintan Kab Bintan

e-mail : kuatelukbintan@kemenag.go.id

= x
oo gx 2 SURAT KETERANGAN
pelh ) 2 o Nomor : B4%) /KUA.32.01.04/PW.01/06/2024
==y ==
‘2 ‘E_ ‘g ‘Bang Bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten
'§3i§tag d@ngaitini menerangkan bahwa :
@ € o
Si=iie S Q
g\@na—?' gc 3FIRSTY MARZARIANI PUTRI
NIME 2 12020723620
guguigné #Tlmu Hukum S1
Vmvgsigas  CUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
%u@ul&Sl@'psi = ‘Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap
302 @ ¢ Pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
858 c Alternatif Penyelesaian Sengketa”.
=28 ¢ %
==
‘gq‘ﬁah%nelakulgn wawancara pada Tangga 07 Juni 2024 dalam rangka kegiatan riset penelitian dan
e pulan data penyususnan skripsi tugas akhir studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
T eful®Bintan Kbupaten Bintan.
88
S »
£ @ Pemikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan
%e ’ggimana mestinya.
»
@
&
X
g

DHIL MUSLIMIN, S.Ag. M.Pd.
NIP. 197106112001121001

:1JaquINs ueyINgaAusl UBp UeyWNUBdUSW B

‘yejesew niens uenefun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiwy eAiey uesinuad ‘uengduad ‘uey

nery wisey JireAg uej[ng jo A}JISIdATU) dDTWIR[S] d}e}S



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjes neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq ‘'z

NV VISNS NIN
———
o
A )

‘nery BYsng NIN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| efiey uesinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Jaquuins ueyingaAuswu uep uewniuesusw eduey 1ul siny eA1ey ynines neje ueibegas diynbusw Buele|q “|

Buepun-6uepun 1Bunpuq eydi yeH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk ljuk-Toapaya Kabupaten Bintan 29157
Pos-el : kemenagbintan@kemenag go,.id

Nomor : B-967/Kk.32.01/1/Kp.01.1/06/2024 12 Juni 2024
Sifab : Penting
Lafipiran -
Halo - 1zin Riset
o
Q
Yth=Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-—-
—- Pekanbaru
-
(=
= Dengan hormat, berdasarkan surat Saudara Nomor

Un.04/F.I/PP.00.9/4251/2024 tanggal 5 Juni 2024, Hal : Mohon Izin Riset, Kepala

c
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dengan ini memberi izin kepada :
-~

()
Na@ : FIRSTY MARZARIANI PUTRI

NIM’& : 12020723620

Jurusan : limu Hukum S1

Semester : VIl (delapan) .

i, Wagt

oA e
Untuk melakukan riset dalam rangka penyelesaian penulisan Skripsi yang bm"ﬂ:
Peranan Kantor Urusan Agama dalam mediasi sengketa wakaf terhadap pel ; )
Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelé '

sengketa , lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan Kantor Kemenag
Kabupaten Bintan.

w Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima
kasiB:
o

VU
ety

Nery wisey JireAg uej[ng jo AJISIdATU() dTWIR]S]



NVIY YHSNS NIN

Buaw Buele|q -
‘nery eysng NN wizi eduey undede ymuaq wejep (Ul sin} eA1ey yninjes neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnuwnbu na -z

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw yepn uediynBuad °q

APH ©

PEMERINTAH PROVINS]| KEPULAUAN RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Email :

Pulau Dompak Ser Darul Makmur — Tanjungpinang, Kode Pos 29124

S > dpmptspkepri20@gmail .com, Website - hitp-//dpmptsp kepriprov.go.id

228
c Qo (9]
= 3 = St
ST23 o
QL S 2 —
=] =
<« = QO
Pasar @ g
©
2°e 3
g-8-3 =
o - 2
5 g & -
= =
£ Q@
= g = =
2 w3 =
388 =
ORONS
S @ W
=
Mentmbang
= W
=
=) = =
T J )]
0 =
Bepdla
ekamendasi kepada:
x -+
o o c
~a. mNama
@ SNIM/Universitas/
a g’]urusan/]en]ang
=¢. CUntuk
% 3V}
< 3
$ 3
c o
Z 2
o =
=
=d. %.okasi Penelitian
553
fe, SWaktu / Lama
3 ?eneliﬁan
D w
= f:{‘} ok
3 =
= g°]
= o
mgdan rekomen

:laquins

Il neje Yy uesinuad ‘uelode| ueur@nAuad

:
5
=

Alepe

tersertifikasi

‘yelesew

S ue}[ng jo AJISIdATU() dIure

2,
B
2
5
s

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0124/2n.1/DPMPTSP/2024

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat

Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas |

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentuka

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran D
Riau Nomor 41).

nomor Un.04/F.1/PP.00.9/3690/2024 tanggal 16 Mei 2024

Dinas Pgnanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

keterangan penelitian.

n

aerah Provinsi Kepulauan

slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Provinsi Kepulavan Riau, memberikan

: Firsty Marzariani Putri
: 12020723620/Universitas Islam Ne

geri Sultan Syarif Kasim Riau/limu
Hukum/S1 :

* Melakukan penelitian dengan judul “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA

DALAM MEDIASI SENGKETA WAKAF TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN.ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS MASJID AR - RAHMAN Kp. BELAK

RT.06 RW. 04 DESA PENAGA KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU)”

: MASJID AR - RAHMAN Kp. BELAK RT.06 RW. 04 DESA PENAGA KABUPATEN

BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

¢ 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat.

Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi
pemerintah setempat

dasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 22 Mei 2024
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

HASFARIZAL HANDRA, S Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19690329 199003 1 009

Gubemmg(epulauan Riau (Sebagai laporan)
Kepala B&d_an kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
Sgsuai Peraturafi"an Perundangan undangan yan,

diterbitkan oleh BSrE sehingga

g berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.
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Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pr%msi Riau

Buepun-6uepun 1Bunpuiig

Assfvlamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
& Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

Ur%ersitas Sultan Syarif Kasim Riau :

© Nama : FIRSTY MARZARIANI PUTRI
NIM : 12020723620
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuaday ueyibnia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mediasi Sengketa Wakaf Terhadap Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa ( Studi Kasus Masjid Al- Uswatul Jannah Kecamatan Bukit Bestari Kota
Tanjungpinang)

wn

& Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
megriberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

W
2 Demikian disampaikan, terima kasih.
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Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
dI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANB AR U
Email : dpmptsp@riau.go.id

NVId VISNS NIN
()

|

ZPelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
Stanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3§Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
= Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

T o =
cg43 2
=)
€cgdg o REKOMENDASI
—ee " S T AN
=g = i Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64358
g g 232 T TENTANG
@ S
= =] QO
g n;T % @ PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
=L g g § PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
3 @ 3 =
= ey = 1.04.02.01
g 3 Q@ Kgpala Bimas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
& & FgniBhonan—Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
A ﬁug.ogﬁmp 0.9/369¢/2023 Tanggal 25 Maret 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
= T eEiiay =
©
33 S @ 1. pgma : FIRSTY MARZARIANI PUTRI
@ g' @ 2. NIM / KTP 12020723620
525 3 Bogramstud © ILMU HUKUM
‘g = 1 g .
g 'g i 4. 9énjang S
=0 5. Mamat :  PEKANBARU
~< o <
S&89 6. Jydul Penelitian : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEDIASI SENGKETA WAKAF
@ e p TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
g ST 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (
ST 5 STUDI KASUS MASJID AL USWATUL JANNAH KECAMATAN BUKTI BESTARI
= 0 = KOTA TANJUNG PINANG)
c a o 7. Lokasi Penelitian : MASJID AL USWATUL JANNAH KECAMATAN BUKTI BESTARI KOTA TANJUNG
Z =5 PINANG
w8 o
i o gDengan ketentuan sebagai berikut:
n © S
S
A < 10 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
=)
[ 5'2
€ o
=)
F
=
o Qo
=. /0
5 ;Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.
Y
o wn
oS = Dibuat di © Pekanbaru
o 2 - Pada Tanggal : 27 Maret 2024
2 s -
G B 2
g =] 0 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
o g B ——) Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
= —
5 = = DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
T @ PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
o = c ) PROVINSI RIAU
) =
= :
£ o)
-
=
= W

-
Tembusan : <
isampaikaﬂepada Yth:
- Kepala Bgdan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
GubernueKepulauan Riau

Up. DindsPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
Dekan Fgkultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang BefSangkutan
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